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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
utara Tahun Anggaran 2o2o telah ditetapkan dengan peraturan Bupati
Aceh utara Nomor 50 Tahun 2olg tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utari Tahun Anggararfnozo
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraI,]ran Bupati
Aceh utara Nomor 15 Tahun 2o2o perlu diubah sehubungan dengan
adanya Keputusan Gubernur Aceh Nomor o5o/llls/2ob,o tentang
Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor oso lg36 /2olg tentang
Penetapan Pagu Indikatif program dan Kegiatan yang Bersumber dari
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi seita Dana otonomi
Khusus Aceh rahun Anggaran 2020, Surat Bupati Aceh utara Nomor
9121781 tanggal 11 Mei 2o2o perihal perubahan pagu Anggaran TDBH
Migas dan Dol(A 2020, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2o2o
tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam wilayah lceh Tahun
Anggaran 2020, Peraturn Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor
109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan dan pasa-l 160 peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh utara Nomor 50 rahun 2o1g tentLg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utara
Tahun Anggaran 2O2O perlu disesuaikan kembali.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 TahunbOtg tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utara
Tahun Anggaran 2O2O;

1. Vndang-Uldang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah otonom Sabupaten-kabupaten da_lam Linek"unsan Daeiah
flp;"ti sumatera gt*g (Lembaran Negara nepuutrt'l"aoiEsiahahunrvDo l\omor D6, Iambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 7092);

2. Undang-Un4ang Nomor 12 Tahun 1985 tentang paiak Bumi dan
H1"S"?rr, (Lembaran \ge*. Republik_Ildonesia TaEun iges Nomor 6g,lambaJlan Lembaran Negara Nomo_r 3312) sebagaimana telah diubali
{.rg?+.. V"4*g-lJn$qng-\rg+pr t2 Tahun rgg-d-itemb;-an N;s;;
B:ffplil.,Indonesia Tahrln 1994 Nomor 62, Tambahari G*bar; it;E;;Republik Indonesia Nomor 3569);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. undang-undang Nomor 44 Tahun l99g tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2oo4 Nomor 1.o4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

9. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

1O.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

ll.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

l2.undang-Undang Nomor 6 Tahun 201.4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarr,,bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a95);

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244,Tatnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aO28);
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l5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

l7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2O7O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a585);

l9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a6L4);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a693);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OlO tentang Pedoman
Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 510a);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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26.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2074 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLG Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

2T.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079
Nomor 42,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

3O.Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2Ol9 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2O2O;

3l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIl Nomor 3i0);

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2078
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2OI7 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 15);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Mitik Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun
2016 Nomor 5a7);

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman
Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655);

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201"7 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungj awaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL7 Nomor 1067l;

37.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentalg Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2008 Nomor 253);
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38.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2077 Nomor 7);

39.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2OI9 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OI9 Nomor 9);

40.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2O7O tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita
Daeratr Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OlO Nomor 33);

4l.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2OL3 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2Ol3 Nomor 31);

42.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2O2O Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2O (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2O
Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2O2O (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019
Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka t huruf c poin 3 dan angka 2 huruf b poin 1), 2)
dan 3) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Anggaran 2O2O sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.

b. Dana Perimbangan Rp.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Pendapatan Hibah Rp.
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula Rp.

Aceh Utara Tahun

248.652.979 .770,OO

L.316.842.322.000,00

67 .711.560.000,00

60.037.603.O42,OO

81 1.910.302.753,00
40.850.517.901Bertambah / (berkurang)

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 777.O59.784.852,00
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4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya
Semula Rp. 0,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 25.00O.O00.000.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari
Prwinsi atau Fernerintah Daerah Lainrrya Rp. 25.000.000.000.00

Jumlah Lain -Lain Pendapatan
Daerahyang Sah Setelah
Perubahan

Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

Semula
Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Perubahan

2) Belanja Barang dan Jasa
Semula
Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Pembahan

3) Belanja Modal
Semula
Bertambah / (berkurang)

Jumlah Belanja Setelah
Perubahan

Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp. 923. .947.894,OO

Rp. 2.489.3O4.249.664,OO

Rp. 1.704.392.488.802,50

Rp. 103.159.129.703,O0
Rp. (8.170.554,596,00)
Rp. 94.988.57 5.107,00

Rp. 530.475.835.756,06
Rp. (121.895.a27.823.08)
Rp. 408.580.4O7.932,98

Rp. 424.169.645.828,94
13.675.084.550 2

Rp. 2.518.456.033.121,00

Jumlah Belanja Moda-l Setelah Rp. 310.494.561.278,52
Perubahan

Jumlah Belanja Langsung Setelah Rp. 814.063.544.318,50
Perubahan

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

(29.L51.783.457,00)

33.15 t.783.457 ,OO
4.000.000.000,00

29.t't.783.457,0O

0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatarr
Kabupaten sebagaimarra dimaksud dalam Pasal
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

dan Belanja Daerah
1 dirinci lebih lanjut

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Peruba-han Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang ditetapkan da-lam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada talggal 5 i 2020M

13 Syawal 1441 H

UPATIACEH UTARA,4

Tt--LLA-\
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksenmawe
pada tanggal 5 Juni 2O2O M

13 Syawal 1441 H

51, ARIS DAERAH
N ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI

I(epala BPKD &
Kabid. Anggaran l11*
I(abag Hukum b

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 19


